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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

a. SNI wajib dapat menjadi suatu pedoman untuk dapat terpenuhinya hak-hak 

konsumen, kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan 

asas-asas serta tujuan yang hendak dicapai di dalam UUPK. 

b. Dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, mainan menjadi 

memiliki bentuk yang semakin beragam serta terdiri dari jenis bahan atau 

material yang semakin beragam juga. 

c. Pelaku Usaha Mainan anak akan bertanggung jawab atas produk yang tidak 

sesuai dengan SNI wajib yang dapat berbahaya bagi konsumen. Pelaku 

usaha dapat bertanggungjawab baik secara langsung maupun secara 

kontraktual. Tanggung jawab ini tergantung dari cara transaksi atau cara 

konsumen memperoleh barang dari pelaku usaha.  

d. SNI Wajib Mainan Anak memberikan standar-standar atau kriteria-kriteria 

tertentu yang dapat menentukan suatu produk mainan aman atau tidak untuk 

digunakan oleh masyarakat, tergantung dari apakah produk tersebut lulus 

uji atau tidak. 

e. Pelaku Usaha bertanggung jawab untuk memusnahkan atau mengekspor 

kembali produk Impor yang tidak sesuai dengan SNI Wajib. Untuk produk 

lokal, mainan tersebut akan dilarang beredar atau pun ditarik dari pasaran.  

f. Sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjual, memproduksi, 

maupun mendistribusikan produk yang aman untuk digunakan oleh 

konsumen. 

 

2. Saran 

a. Pemerintah dan pelaku usaha dapat memberikan sosialisasi atau edukasi 

kepada masyarakat mengenai tata cara dalam membedakan produk yang 

memiliki SNI resmi/asli dan tidak. Dengan ini diharapkan masyarakat dapat 
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memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang barang ber SNI sehingga 

terhindar dari produk yang tidak aman.  

b. Konsumen harus cermat dalam memilih produk yang aman untuk 

dikonsumsi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat 

apakah suatu produk tersebut aman atau tidak melalui label SNI pada 

produk. Untuk mencegah masyarakat yang dapat tertipu oleh label SNI 

palsu yang tercantum pada suatu produk, maka pada label dapat diberikan 

penanda khusus yang sulit untuk ditiru. Penanda ini dapat berupa hologram, 

bahan tertentu, atau tekstur yang sulit untuk diikuti ataupun diperoleh.  

c. Menggunakan barcode (Bahasa Inggris) tertentu pada label SNI, yang akan 

selalu discan oleh pelaku usaha. Sehingga asal-usul produk tersebut akan 

lebih jelas karena dapat dilacak dari masa barang tersebut berasal.  

d. Pemerintah melalui badan pengawas pelaksaan SNI harus dapat 

meningkatkan kinerjanya, sehingga pengawasan akan barang SNI dapat 

berjalan semakin ketat. Dengan semakin ketatnya pengawasan, maka 

produk yang beredar di pasar dapat lebih terjamin kualitasnya. Apalagi 

konsumen mainan mayoritas adalah anak-anak, sehingga pemerintah perlu 

menjamin mainan yang dikonsumsi oleh anak-anak adalah mainan yang 

aman. Peningkatan kinerja dan meningkatkan pewangasan dapat dilakukan 

dalam frekuensi yang lebih sering, seperti misalnya pelaporan pelaku usaha 

dan pengawasan seminggu sekali oleh badan pengawas.  

e. Pemerintah harus mewujudkan database yang lebih up to date (Bahasa 

Inggris), dalam arti setiap adanya produk mainan baru, dapat didata dan 

dicek kesesuaian berdasarkan standar yang berlaku.  

f. Sebaiknya pemeriksaan kesesuaian mainan dengan SNI Wajib yang berlaku 

tetap dilaksanakan sebelum mainan Impor tersebut masuk ke Indonesia. 

Sehingga dengan adanya pengecekan diluar terlebih dahulu oleh 

laboraturium yang sudah mempunyai perjanjian dengan Indonesia, maka 

barang yang tidak aman tidak dapat masuk ke Indonesia dan dapat dideteksi 

secara lebih cepat. Dengan cara ini, pencegahan masuknya barang yang 

tidak aman dapat dilakukan dengan lebih efisien. 
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